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Mengkritisi Pilkada 2018: 
Masihkah Afirmasi Keterwakilan Perempuan Mendapat Tempat?
Jakarta, 21 Februari 2018

Pilkada Serentak 2018 setidaknya akan diikuti oleh 8,85 persen perempuan. Ada 101 perempuan dari 1140 pendaftar bakal calon kepala daerah. Sebagaimana data pada infopemilu.kpu.go.id per Selasa (20/2), dari 101 perempuan tersebut; 92 calon memenuhi syarat, 6 calon tidak memenuhi syarat, serta 3 calon belum ditetapkan. (Lihat Tabel 6 pada halaman “Lampiran”)
Angka ini meningkat (meski tak signifikan) jika dibandingkan dengan partisipasi perempuan yang hanya mencapai 7.47 persen di Pilkada 2015 dan 7.17 persen di Pilkada 2017. Di Pilkada 2015, Ada 123 perempuan dari 1646 yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah. Sementara di Pilkada 2017, ada 48 perempuan dari 670 pendaftar bakal calon kepala daerah.
Perempuan-perempuan ini mendaftar di 78 (45.61 persen) daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2018. Mereka tersebar di tujuh provinsi, 26 kota, dan 45 kabupaten.
Tercatat 49 perempuan mendaftar menjadi calon kepala daerah (8.60 persen). Dua orang perempuan mendaftar jadi calon gubernur: Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur dan Karolin Margret Natasa di Kalimantan Barat. 31 orang mendaftar jadi calon bupati dan 16 orang mendaftar sebagai calon wali kota. 
Sementara itu, 52 perempuan mendaftar menjadi calon wakil kepala daerah (9.12 persen). Lima orang perempuan mencalonkan diri jadi wakil gubernur: Ida Fauziyah di Jawa Tengah, Puti Guntur Soekarno di Jawa Timur, Chusnunia di Lampung, Sitti Rohmi Djalilah di Nusa Tenggara Barat, serta Emelia Julia Nomleni di Nusa Tenggara Timur. 28 orang mencalonkan diri jadi wakil bupati dan 18 orang mencalonkan diri jadi wakil wali kota. (Lihat Tabel 1 pada halaman “Lampiran”)
Latar belakang perempuan kepala daerah
Latar belakang perempuan pendaftar calon kepala daerah didominasi oleh kader partai, perempuan dengan jaringan kekerabatan, mantan anggota DPR/DPD/DPRD, dan petahana. Lebih lanjut, hasil pemetaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 di halaman “Lampiran.”
Empat hal ini konsisten mendominasi latar belakang perempuan calon kepala daerah dari pilkada ke pilkada. (Lihat Tabel 3 pada halaman “Lampiran”). Hal ini menunjukkan bahwa, pertama, partai masih saja pragmatis—berorientasi pada aspek elektabilitas dan kekuatan modal. Karena itu, peluang pencalonan perempuan tertutup oleh dominasi kekuatan modal dan elektabilitas yang mayoritas dimiliki oleh laki-laki. Dalam konteks perempuan yang memiliki elektabilitas tinggi—misalnya perempuan berlatar belakang legislator—partai yang pragmatis menyandera upaya konsolidasi perempuan untuk maju memimpin pemerintahan. 
Perempuan berlatar belakang legislator (39 persen), misalnya, telah mengumpulkan kekuatan politik yang dimilikinya saat ia menjadi anggota legislatif. Kemudian perempuan mencalonkan diri sebagai kepala daerah di tempat dimana ia bertugas sebagai anggota legislatif. Hal ini membuat perempuan mantan anggota legislatif mempunyai elektabilitas yang tinggi. Namun, partai tak melihat konsolidasi politik perempuan ini. Partai yang pragmatis lebih melihat elektabilitas. Partai hanya memilih calon yang memiliki peluang besar untuk terpilih. 
Kedua, partai tak punya suplai kader perempuan memadai. Kecenderungan ini terjadi karena partai tak punya mekanisme perekrutan anggota yang inklusif dan terbuka. Kaderisasi untuk mempersiapkan perempuan berkualitas dan mempunyai elektabilitas tinggi juga tak berjalan baik .
Meski data menunjukkan persentase perempuan calon kepala daerah berlatar belakang kader partai paling tinggi (43 persen), angka persentase tersebut beririsan dengan latar belakang lain yaitu eks legislator dan jaringan kekerabatan. 
Bergabung dengan partai adalah jalan “antara” yang ditempuh perempuan untuk menuju kuasa pemerintah daerah. Perempuan membutuhkan waktu untuk meyakinkan diri, meraih dukungan elit politik, dan merebut kepercayaan pemilih daerah. Perempuan tak mengambil jalan langsung, ia mesti masuk partai untuk meraih dukungan elit politik dan menduduki jabatan strategis seperti anggota DPR atau DPRD untuk meraih dukungan pemilih. 
Dua faktor di atas menunjukkan tingkat partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik bisa ditingkatkan apabila kita bisa mengubah paradigma dan perilaku partai jadi lebih terbuka terhadap kelompok perempuan. 
Partai dituntut untuk tidak lagi mencalonkan perempuan dengan hanya mempertimbangkan elektabilitas tinggi tetapi mulai mencalonkan perempuan yang berkualitas. Partai memiliki pekerjaan rumah untuk mempertemukan signifikansi kehadiran perempuan dengan makin membaiknya integritas dan kualitas.
Kualitas perempuan bisa ditingkatkan dengan upaya mendorong perempuan untuk hadir dalam struktur pengurus harian serta terlibat dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan internal partai.
Sayangnya, ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan di Pemilu 2019 mengalami kemunduran. Ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan hanya berlaku untuk kepengurusan pusat, tidak di tingkat provinsi dan kabupaten. 
Perempuan dan dukungan partai
Ada 86 perempuan calon kepala daerah (85 persen) yang diusung oleh partai untuk mengikuti Pilkada Serentak 2018. Perempuan calon kepala daerah terdaftar rata-rata didukung oleh 33,91 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 
Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Gerindra jadi partai terbanyak yang tergabung dalam koalisi partai yang mengusung perempuan calon kepala daerah. Golkar tercatat mendukung 38 perempuan calon kepala daerah, PKB mendukung 37 perempuan, Partai Demokrat mendukung 31 perempuan, PDIP mendukung 29 perempuan, serta Gerindra mendukung 26 perempuan. Jika dibandingkan dengan Pilkada 2017; Golkar, Demokrat, dan Gerindra mencalonkan lebih banyak perempuan. Sementara jumlah perempuan yang didukung PDIP dan PKB menurun. (Lihat Tabel 4 dan 5 pada Halaman “Lampiran”)
Fragmentasi partai parlemen di daerah yang terdapat perempuan calon kepala daerah rata-rata memiliki nilai indeks effective number of parliament party (ENPP) 8.1 yang berarti adanya polarisasi multipartai yang ekstrem. Artinya, untuk menelurkan kebijakan properempuan, perempuan kepala daerah mesti melobi 8 kekuatan politik di parlemen. Tingkat fragmentasi parlemen tinggi ini akan menyulitkan visi, misi, dan program yang diusung perempuan diimplementasikan menjadi kebijakan. 
Dalam kondisi tersebut, perempuan kepala daerah nantinya dihadapkan pada tiga pilihan saat hendak mengambil keputusan bersama legislatif. Pertama, membiarkan konflik terjadi dan berujung pada deadlock. Kedua, menciptakan koalisi pendukung pemerintah yang solid. Ketiga, membangun sistem kepartaian yang terkartelisasi untuk memuluskan kebijakan publik yang diusulkan oleh eksekutif. 
Di Indonesia, kepala daerah akan lebih memilih opsi ketiga, membangun sistem kepartaian yang terkartelisasi. Dengan pilihan ini, pemerintahan masih bisa berjalan serta kebijakan bisa terlahir karena terjadi kompromi politik. Tak jarang pula praktik ini berujung pada suap bahkan korupsi. 
Kartelisasi partai membuat partai melepaskan ideologi dan program-program yang hendak diperjuangkan untuk tujuan keberlangsungan kekuasaan tersebut. Dalam pemerintahan, kekuasaan digunakan untuk meraih sumber daya negara. 
Hal ini tentu akan menyulitkan visi, misi, dan program yang diusung perempuan diimplementasikan menjadi kebijakan. Perempuan kepala daerah, yang tidak mampu meraih dukungan mayoritas parlemen, perlu meimikirkan cara untuk memenuhi janji-janji politik atau visi, misi, dan program yang ditawarkan saat pilkada. Lemahnya dukungan partai politik parlemen berdampak pada terhambatnya kebijakan-kebijakan publik yang diusulkan. 
Afirmasi perempuan di pencalonan eksekutif
UU 10/2016 tak mengenal kebijakan khusus untuk mengusung calon perempuan. Tidak ada tindakan khusus sementara bagi perempuan seperti kebijakan afirmasi di pemilu legislatif. Ditambah lagi, pilkada yang digelar satu putaran akan membuat persaingan semakin ketat dan menyulitkan keterpilihan perempuan yang jumlahnya sudah sedikit.
Padahal, perempuan masih membutuhkan afirmasi di pencalonan eksekutif, terutama pilkada. Sebab, pilkada jadi ruang strategis menegosiasikan program atau kebijakan yang berpihak pada perempuan. Regulasi di tatanan daerah berupa peraturan daerah sering kali justru menjadi ancaman terhadap perempuan. 
Mendorong perempuan menjadi kepala daerah bisa ditempuh melalui dua jalur: partai maupun perseorangan. Maka, afirmasi juga mesti diterapkan pada dua jalur ini.
Afirmasi perempuan di struktur pengurus harian partai masih relevan untuk didorong. UU partai politik perlu menyebutkan secara eksplisit bahwa kepengurusan partai politik perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ini penting agar kaderisasi kepemimpinan perempuan terus berjalan sejak di internal partai.
Bentuk afirmasi perempuan di jalur perseorangan bisa ditempuh dengan mempermudah syarat dukungan bagi perempuan yang maju melalui jalur perseorangan. Mempermudah syarat dukungan bisa dilakukan dengan dua cara: pertama mengurangi syarat dukungan hingga 30 persen dari total dukungan yang harus dikumpulkan dan kedua memperpanjang waktu pengumpulan dukungan.
Formasinya berlaku untuk pasangan yang calon kepala daerah perempuan yang berpasangan dengan calon wakil kepala daerah lelaki, berlaku juga untuk pasangan yang calon kepala daerah lelaki yang berpasangan dengan calon wakil kepala daerah perempuan, dan berlaku juga untuk pasangan yang calon kepala daerah perempuan dan wakil kepala daerah perempuan.
Perkumpulan untuk Permilu dan Demokrasi (Perludem); Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI); Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI); Maju Perempuan Indonesia (MPI)
Narahubung:  Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem (0811822279); Maharddhika (081310489942)


Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Calon Kepala Daerah
	Jenis Pemilihan
	Calon Kepala Daerah
	Calon Wakil Kepala Daerah
	Total
	Total Jumlah Calon

	
	L
	P
	L
	P
	L
	P
	

	Gubernur
	55
	2
	52
	5
	107
	7
	114

	Bupati
	345
	31
	348
	28
	693
	59
	752

	Walikota
	121
	16
	118
	19
	239
	35
	274

	TOTAL
	521
	49
	518
	52
	1039
	101
	1140



Tabel 2
Latar Belakang Perempuan Calon Kepala Daerah
	Kategori
	Total
	Kepala Daerah
	Wakil Kepala Daerah

	
	Jumlah
	Persentase
	Jumlah
	Persentase
	Jumlah
	Persentase

	Kader partai
	43
	43.00%
	19
	38.78%
	24
	47.06%

	Jaringan kekerabatan
	39
	39.00%
	21
	42.86%
	18
	35.29%

	Eks legislator
	39
	39.00%
	19
	38.78%
	20
	39.22%

	Petahana
	15
	15.00%
	11
	22.45%
	4
	7.84%

	Purn. TNI-Polri/ Eks PNS
	14
	14.00%
	8
	16.33%
	6
	11.76%

	Pengusaha/pebisnis
	13
	13.00%
	6
	12.24%
	7
	13.73%

	Selebritis/figur populer
	4
	4.00%
	2
	4.08%
	2
	3.92%

	Anggota ormas/LSM
	4
	4.00%
	1
	2.04%
	3
	5.88%

	Eks Kepala Daerah
	3
	3.00%
	2
	4.08%
	1
	1.96%

	Akademisi
	3
	3.00%
	0
	0.00%
	3
	5.88%



Tabel 3
Perbandingan Latar Belakang Perempuan Calon dari Pilkada 2015—2018 (dalam persen)
	Kategori
	Total
	Kepala Daerah
	Wakil Kepala Daerah

	
	2015
	2017
	2018
	2015
	2017
	2018
	2015
	2017
	2018

	Kader partai
	33.33
	43.18
	43.00
	33.33
	60.87
	38.78
	33.87
	23.81
	47.06

	Eks legislator
	37.40
	52.27
	39.00
	45.61
	69.57
	38.78
	32.36
	33.33
	39.22

	Jaringan kekerabatan
	24.39
	31.82
	39.00
	38.60
	39.13
	42.86
	12.90
	23.81
	35.29

	Petahana
	17.89
	15.91
	15.00
	36.84
	21.74
	22.45
	1.61
	9.52
	7.84

	Purn. TNI-Polri/ Eks PNS
	14.63
	6.82
	14.00
	12.28
	0.00
	16.33
	19.35
	14.29
	11.76

	Pengusaha/pebisnis
	17.89
	9.09
	13.00
	17.54
	13.04
	12.24
	17.74
	4.76
	13.73

	Anggota ormas/LSM
	13.82
	4.55
	4.00
	14.04
	0.00
	2.04
	14.52
	9.52
	5.88

	Selebritis/figur populer
	5.69
	0.00
	4.00
	3.51
	0.00
	4.08
	6.45
	0.00
	3.92

	Eks Kepala Daerah
	5.69
	2.27
	3.00
	3.51
	0.00
	4.08
	1.61
	4.76
	1.96

	Akademisi
	
	2.27
	3.00
	
	4.35
	0.00
	
	0.00
	5.88



Tabel 4
Partai Politik dan Jumlah Perempuan yang Diusung 
	Partai
	Total
	Kepala Daerah
	Wakil Kepala Daerah

	
	Jumlah
	Persentase
	Jumlah
	Persentase
	Jumlah
	Persentase

	Golkar
	38
	38.00%
	20
	40.82%
	18
	35.29%

	PKB
	37
	37.00%
	19
	38.78%
	18
	35.29%

	Demokrat
	31
	31.00%
	13
	26.53%
	18
	35.29%

	PDIP
	29
	29.00%
	16
	32.65%
	13
	25.49%

	Gerindra
	26
	26.00%
	13
	26.53%
	13
	25.49%

	PAN
	26
	26.00%
	12
	24.49%
	14
	27.45%

	NasDem
	23
	23.00%
	15
	30.61%
	8
	15.69%

	PPP
	23
	23.00%
	13
	26.53%
	10
	19.61%

	Hanura
	20
	20.00%
	14
	28.57%
	6
	11.76%

	PKS
	18
	18.00%
	8
	16.33%
	10
	19.61%

	PBB
	9
	9.00%
	6
	12.24%
	3
	5.88%

	PKPI
	9
	9.00%
	4
	8.16%
	5
	9.80%

	PA
	1
	1.00%
	0
	0.00%
	1
	1.96%

	PDA
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%

	PNA
	0
	0.00%
	0
	0.00%
	0
	0.00%



Tabel 5
Perbandingan Jumlah Perempuan yang Diusung Partai pada Pilkada 2017 dan 2018
	PARTAI
	Total
	Kepala Daerah
	Wakil Kepala Daerah

	
	2017
	2018
	2017
	2018
	2017
	2018

	NasDem
	31.82%
	23.00%
	30.43%
	30.61%
	33.33%
	15.69%

	PKB
	43.18%
	37.00%
	39.13%
	38.78%
	47.62%
	35.29%

	PKS
	22.73%
	18.00%
	21.74%
	16.33%
	23.81%
	19.61%

	PDIP
	34.09%
	29.00%
	47.83%
	32.65%
	23.81%
	25.49%

	Golkar
	22.73%
	38.00%
	34.78%
	40.82%
	9.52%
	35.29%

	Gerindra
	25.00%
	26.00%
	13.04%
	26.53%
	38.10%
	25.49%

	Demokrat
	29.55%
	31.00%
	21.74%
	26.53%
	38.10%
	35.29%

	PAN
	38.64%
	26.00%
	47.83%
	24.49%
	28.57%
	27.45%

	PPP
	31.82%
	23.00%
	30.43%
	26.53%
	33.33%
	19.61%

	Hanura
	22.73%
	20.00%
	26.09%
	28.57%
	19.05%
	11.76%

	PDA
	2.27%
	0.00%
	4.35%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	PNA
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%
	0.00%

	PA
	4.55%
	1.00%
	4.35%
	0.00%
	4.76%
	1.96%

	PBB
	6.82%
	9.00%
	8.70%
	12.24%
	9.52%
	5.88%

	PKPI
	9.09%
	9.00%
	8.70%
	8.16%
	9.52%
	9.80%




Tabel 6
Daftar Perempuan Calon Kepala Daerah 2018
	No
	Nama
	Calon Kepala Daerah/Wakil
	Jenis Dukungan
	Wilayah
	Partai Pengusung
	Status (No. Urut)

	1
	A. KARTINI
	Wakil
	Parpol
	Kab. Sinjai
	PKB GERINDRA GOLKAR
	MS (1)

	2
	ADE RIA SURYANI, SH., MH
	Wakil
	Parpol
	Kota Mojokerto
	PKB PPP DEMOKRAT
	MS (2)

	3
	ADE YASIN
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Bogor
	PKB GERINDRA PPP
	MS (2)

	4
	DESY NATALIA WIDYA, SIP
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Nganjuk
	PKS NASDEM GOLKAR
	MS (3)

	5
	DEWI FITRI DESWATI, S.PI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Pariaman
	NASDEM HANURA
	MS (2)

	6
	DIAN HERNAWA SUSANTY
	Wakil
	Parpol
	Kab. Cirebon
	GERINDRA PKS
	MS (1)

	7
	DR. ADOLFINA ELISABETH KOAMESAKH, M.TH.,M.HUM
	Wakil
	Parpol
	Kab. Rote Ndao
	PDIP PKB
	MS (1)

	8
	DR. CLARTJE SILVIA. E. AWULLE, S.H. M.TH
	Wakil
	Perseorangan
	Kab. Kepulauan Talaud
	-
	MS (4)

	9
	DR. HJ. ANNA MU'AWANAH
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Bojonegoro
	PDIP PKB
	MS (3)

	10
	DR. HJ. ASMANI ARIF, SE., MM
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Kolaka
	PKS GOLKAR
	MS (2)

	11
	DR. HJ. IRMA DARMAWATIE BASTAMAN
	Wakil
	Parpol
	Kota Banjar
	GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PKS
	MS (2)

	12
	DR. HJ. PUPU SARI ROHAYATI, MH. KES
	Wakil
	Parpol
	Kab. Bandung Barat
	HANURA GERINDRA GOLKAR
	MS (2)

	13
	DR. HJ. SHINTA PARAMITA SARI, SH, M.HUM
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kab. Muara Enim
	-
	MS (3)

	14
	DR. IR. HJ. SITTI ROHMI DJALILAH, M.PD
	Wakil
	Parpol
	Provinsi Nusa Tenggara Barat
	PKS DEMOKRAT
	MS (3)

	15
	DR. KAROLIN MARGRET NATASA
	Kepala Daerah
	Parpol
	Provinsi Kalimantan Barat
	PKPI DEMOKRAT PDIP
	MS (2)

	16
	DR. MAYA SURYANTI
	Wakil
	Parpol
	Kota Tanjungpinang
	PKPI PAN PPP DEMOKRAT HANURA PDIP
	MS (2)

	17
	DR. R.A. IKKE DEWI SARTIKA, M.PD
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kab. Bandung Barat
	-
	TMS Dukungan

	18
	DRA. HJ. ANDI SUGIARTI MANGUN KARIM, M. SI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Bantaeng
	PKB PPP
	MS (2)

	19
	DRA. HJ. ELIN SUHARLIAH, M.SI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Bandung Barat
	PKB PPP PDIP
	MS (1)

	20
	DRA. HJ. ETI HERAWATI
	Wakil
	Parpol
	Kota Cirebon
	PKB NASDEM DEMOKRAT HANURA PKPI
	MS (2)

	21
	DRA. HJ. UMI AZIZAH
	Wakil
	Parpol
	Kab. Tegal
	PKB
	MS (3)

	22
	DRA. HJ. YUFNI BUNGKUNDAPU, M.SI
	Wakil
	Parpol
	Kab. Parigi Moutong
	HANURA DEMOKRAT
	MS (3)

	23
	DRA. ICE SURYANA, S.PD
	Wakil
	Parpol
	Kab. Lampung Utara
	PBB PKB GOLKAR
	MS (2)

	24
	DRA. IDA FAUZIYAH
	Wakil
	Parpol
	Provinsi Jawa Tengah
	PKB PKS PAN GERINDRA
	MS (2)

	25
	DRA. KHAIRUNISYAH, M.PD
	Wakil
	Perseorangan
	Kota Bengkulu
	-
	TMS Dukungan

	26
	DRA. MAHFUDHOH, M.SI.
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Bojonegoro
	HANURA NASDEM PAN
	MS (1)

	27
	DRG. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL
	Wakil
	Parpol
	Kota Makassar
	PAN HANURA NASDEM PPP PBB PKS PDIP GOLKAR PKPI GERINDRA
	MS (1)

	28
	DRG. ANITA BUGISWATY NOERDIN, M.KES
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Donggala
	HANURA PDIP
	MS (1)

	29
	EMMY TALLESANG, MA
	Wakil
	Parpol
	Kab. Luwu
	PAN GERINDRA GOLKAR
	MS (2)

	30
	ENDAH WAHYUNING ASIH
	Wakil
	Perseorangan
	Kab. Donggala
	-
	TMS Dukungan

	31
	ENDANG KUSUMAWATY, ST
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Pangkalpinang
	PKB PAN DEMOKRAT GOLKAR
	MS (4)

	32
	EVA FRANSINA BALUBUN, S.PT
	Wakil
	Parpol
	Kota Tual
	PDIP GOLKAR
	MS (1)

	33
	EVANGELIAN SASINGEN
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
	PDIP
	MS (4)

	34
	FATMAWATI RUSDI, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Sidenreng Rappang
	PKB PBB HANURA PAN PKPI PPP GOLKAR PKS NASDEM
	MS (1)

	35
	FITRIANTI AGUSTINDA, S.H.
	Wakil
	Parpol
	Kota Palembang
	PBB PAN PKB PDIP DEMOKRAT
	MS (1)

	36
	HELLYANA, SH
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Belitung
	PPP PDIP
	MS (2)

	37
	HJ JAMILAH SH
	Wakil
	Perseorangan
	Kab. Deli Serdang
	-
	TMS Dukungan

	38
	HJ, FERRA AMELIA, SE.,MM
	Wakil
	Parpol
	Kota Bima
	PKS PDIP DEMOKRAT
	MS (1)

	39
	HJ. ADE UU SUKAESIH, S.IP, M.SI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Banjar
	PKB GOLKAR PDIP
	MS (1)

	40
	HJ. ANNE RATNA MUSTIKA
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Purwakarta
	PKB HANURA NASDEM PAN DEMOKRAT GOLKAR
	MS (2)

	41
	HJ. ASMIDAR, S.PD
	Wakil
	Parpol
	Kota Subulussalam
	PARTAI ACEH
	MS (3)

	42
	HJ. CHUSNUNIA, M.SI.,M.KN.,PH.D
	Wakil
	Parpol
	Provinsi Lampung
	PAN PKB GOLKAR
	MS (3)

	43
	HJ. DEWI HANDAJANI, SE, MM
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Tanggamus
	PAN PDIP NASDEM PKS
	MS (1)

	44
	HJ. DR. IDA FITRIATI BASJUNI, M.KES
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Pagar Alam
	PBB HANURA PDIP GOLKAR
	MS (3)

	45
	HJ. ERLINA, SH.,MH.
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Mempawah
	HANURA PBB PKS NASDEM GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT
	MS (3)

	46
	HJ. ERNA SARI DEWI, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Bengkulu
	PPP PKS NASDEM
	MS (2)

	47
	HJ. IKA PUSPITASARI, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Mojokerto
	GERINDRA GOLKAR
	MS (4)

	48
	HJ. IMA SLAMET
	Wakil
	Parpol
	Kota Sukabumi
	NASDEM PPP PAN
	MS (3)

	49
	HJ. IMAS ARYUMNINGSIH, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Subang
	PKB GOLKAR
	MS (2)

	50
	HJ. ISWANTI, SE,. MM
	Wakil
	Parpol
	Kab. Seruyan
	PDIP
	MS (3)

	51
	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Lebak
	HANURA PKB PKS GERINDRA NASDEM DEMOKRAT PPP PAN GOLKAR PDIP
	Belum Ditetapkan

	52
	HJ. LILIK MUHIBBAH
	Wakil
	Parpol
	Kota Kediri
	NASDEM PAN
	MS (2)

	53
	HJ. MITRO'ATIN, S.PD.
	Wakil
	Parpol
	Kab. Bojonegoro
	GOLKAR DEMOKRAT
	MS (1)

	54
	HJ. MUNDJIDAH WAHAB
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Jombang
	GERINDRA DEMOKRAT PPP
	MS (1)

	55
	HJ. MURNI TOMBILI
	Wakil
	Parpol
	Kab. Konawe
	PKB DEMOKRAT PDIP
	MS (2)

	56
	HJ. NANIK ENDANG RUSMINIARTI, M.PD
	Wakil
	Parpol
	Kab. Magetan
	DEMOKRAT PPP
	Belum Ditetapkan

	57
	HJ. NOOR FARIDA, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Tabalong
	PPP HANURA GERINDRA
	MS (4)

	58
	HJ. PUPUT TANTRIANA SARI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Probolinggo
	NASDEM PPP GERINDRA GOLKAR PDIP
	MS (1)

	59
	HJ. SARTINA, NA, SE. M.SI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Subulussalam
	NASDEM PDIP DEMOKRAT PKB GOLKAR
	MS (2)

	60
	HJ. SRI HARTINI, ST
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Kudus
	PBB PKS GERINDRA
	MS (3)

	61
	HJ. SUHELAH
	Wakil
	Parpol
	Kab. Gorontalo Utara
	GOLKAR
	MS (2)

	62
	HJ. SUMIATUN
	Wakil
	Parpol
	Kab. Lombok Barat
	PAN PKS PPP NASDEM GOLKAR
	MS (3)

	63
	HJ. UMI MASTIKAH, SH
	Wakil
	Parpol
	Kota Palangkaraya
	PAN DEMOKRAT PPP GOLKAR
	MS (3)

	64
	HJ. UMI SUHARTINI, S.PD. M.H
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kota Tarakan
	-
	MS (1)

	65
	HJ. WA ODE MAASRA MANARFA, S.SOS., M.SI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Bau Bau
	PBB GERINDRA
	MS (3)

	66
	IDA RETNO WAHYUNINGSIH, SE
	Wakil
	Parpol
	Kab. Karanganyar
	GERINDRA PKS
	MS (1)

	67
	IMAS AAN UBUDIAH
	Wakil
	Parpol
	Kab. Garut
	DEMOKRAT PKB
	TMS Dokumen Calon

	68
	INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI, S.E., MIB
	Wakil
	Parpol
	Kota Madiun
	PPP DEMOKRAT PKB PAN PDIP
	MS (1)

	69
	INDIRA MULYASARI PARAMASTUTI ILHAM
	Wakil
	Perseorangan
	Kota Makassar
	-
	MS (2)

	70
	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.SOS
	Wakil
	Parpol
	Kab. Bogor
	PKS PAN NASDEM DEMOKRAT GOLKAR
	MS (3)

	71
	IR. EFRENSIA L.P UMBING, M.SI
	Wakil
	Parpol
	Kab. Gunung Mas
	DEMOKRAT GOLKAR
	MS (3)

	72
	IR. EMELIA JULIA NOMLENI
	Wakil
	Parpol
	Provinsi Nusa Tenggara Timur
	PKB PDIP
	MS (2)

	73
	IR. HJ. INDAH AMPERAWATI, M.SI
	Wakil
	Parpol
	Kab. Lumajang
	GERINDRA PKB
	MS (1)

	74
	IR. HJ. TATONG BARA
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Kotamobagu
	PKB HANURA PKS GERINDRA PAN DEMOKRAT GOLKAR PDIP
	MS (1)

	75
	IR. PATRIANA SOSIA LINDA
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Bengkulu
	HANURA PDIP GOLKAR
	MS (4)

	76
	IR. SITI NURHAYATI, MM.
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Nganjuk
	PAN PPP GERINDRA DEMOKRAT
	MS (2)

	77
	KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
	Kepala Daerah
	Parpol
	Provinsi Jawa Timur
	PPP GOLKAR HANURA PAN NASDEM DEMOKRAT
	MS (1)

	78
	MARIA FLORIDA KOTOROK, SE., M.H.KES
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kab. Mimika
	-
	Belum Ditetapkan

	79
	MULIATI SAIMAN, S.SI
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kab. Konawe
	-
	MS (1)

	80
	NURUL ARIFIN
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Bandung
	PKB DEMOKRAT GOLKAR
	MS (1)

	81
	PANCANI GANDRUNG, SH., MSI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Barito Timur
	PAN DEMOKRAT
	MS (1)

	82
	PANDE ISTRI MAHARANI PRIMA DEWI, SE.MM
	Wakil
	Parpol
	Kab. Gianyar
	DEMOKRAT GOLKAR PKPI GERINDRA NASDEM
	MS (1)

	83
	PAULINA HANING - BULLU, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Rote Ndao
	GOLKAR NASDEM
	MS (3)

	84
	PUDJIRUSTATY NARANG
	Wakil
	Parpol
	Kab. Pulang Pisau
	PAN GERINDRA PKPI DEMOKRAT PDIP GOLKAR
	MS (2)

	85
	PUTI GUNTUR SOEKARNO
	Wakil
	Parpol
	Provinsi Jawa Timur
	PKS GERINDRA PDIP PKB
	MS (2)

	86
	RAHMA
	Wakil
	Parpol
	Kota Tanjungpinang
	GOLKAR GERINDRA
	MS (1)

	87
	RAHMAWATI M. NUR, S.AG
	Wakil
	Parpol
	Kab. Parigi Moutong
	PKB GOLKAR
	MS (2)

	88
	RIEZKY APRILIA, SH, MH
	Wakil
	Parpol
	Kota Lubuklinggau
	PPP PDIP
	MS (3)

	89
	ROSLINA RAHIM
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Bau Bau
	PKB HANURA
	MS (1)

	90
	SATA UMANI
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Lamandau
	PAN PKB
	MS (2)

	91
	SISKA SALINDEHO, SE
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
	-
	MS (2)

	92
	SONIA SUGIAN, S.H.
	Wakil
	Perseorangan
	Kab. Sumedang
	-
	MS (2)

	93
	SRI WAHYUMI MARIA MANALIP, SE
	Kepala Daerah
	Perseorangan
	Kab. Kepulauan Talaud
	-
	MS (3)

	94
	TANTY PRASETYO NINGRUM
	Wakil
	Parpol
	Kota Tegal
	NASDEM PKB
	MS (4)

	95
	TUTY DAU
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Palangkaraya
	NASDEM PKB GERINDRA
	MS (1)

	96
	VERA ELENA LARUNI, SE
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kab. Donggala
	PKB PKPI GOLKAR
	MS (3)

	97
	VERA NURLAELA
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Serang
	PKPI GOLKAR NASDEM PKB GERINDRA PDIP PBB DEMOKRAT
	MS (1)

	98
	WINDA NATALIA,S.HUT,M.SI
	Wakil
	Parpol
	Kab. Katingan
	GOLKAR NASDEM
	MS (3)

	99
	WIWIN SUWINDARYATI, SH
	Wakil
	Perseorangan
	Kab. Garut
	-
	MS (3)

	100
	YA'QUD ANANDA GUDBAN, SS, MM.
	Kepala Daerah
	Parpol
	Kota Malang
	PPP HANURA PDIP PAN
	MS (1)

	101
	MISLIZA
	Wakil
	Perseorangan
	Kota Padang
	-
	TMS Dukungan
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